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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan 

materiilnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhannya itu adalah dengan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Menurut 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) 

Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk menerima 

dan membayar harga yang telah dijanjikan.
1
 Rumusan pasal ini Subjeknya adalah 

Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta Perjanjiannya itu bersifat konsensuil. Yang 

dimaksud dengan perjanjian konsesuil adalah suatu perjanjian yang telah terjadi 

sejak adanya kesepakatan, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada Jual 

Beli sudah terjadi perjanjian sejak timbulnya konsensus antara pihak Penjual dan 

pihak Pembeli, sedangkan pembayaran harga dan penyerahan barang adalah 

pelaksanaan dari isi perjanjian jual beli tersebut. 

Menurut Aturan ini, dalam Jual Beli itu hanya menyangkut dua pihak, 

yaitu pihak penjual dan pihak pembeli saja. Namun dalam Perkembangan 

selanjutnya, terutama di Era Globalisasi seperti sekarang ini dengan segala 

kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka suatu jual beli serta ada 

kemungkinan melibatkan pihak-pihak lain (pihak ketiga), seperti pihak perbankan 

                                                           
1
 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Terjemahan 

Prof. R Subekti, PN Pradnja Paramita : Jakarta 
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yang kalau pembayaran dilakukan melalui jasa bank. Pada keadaan sekarang ini 

para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan jual belinya telah menggunakan 

media internet atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Elektronik (E-

Commerce). Perdagangan Elektronik dapat diartikan sebagai kegiatan usaha jual 

beli yang sebagian maupun seluruhnya didukung dengan internet working, atau 

dapat juga diartikan bahwa rangkaian proses jual beli barang maupun jasa yang 

menggunakan jasa konsumen online di internet.
2
 

Perdagangan Elektronik memberikan dampak yang sangat positif karena 

lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis. 

Oleh karena itu, para pelaku bisnis mulai banyak melakukan kegiatan bisnisnya 

secara online. Perdagangan Elektronik tersebut jauh lebih praktis tanpa 

memerlukan kertas dan pena serta tidak perlu lagi melakukan perjanjian secara 

langsung sehingga Perdagangan Elekronik tersebut menjadi penggerak 

perekonomian baru dalam bidang teknologi.
3
 Dalam kaitannya dengan 

perdagangan secara online, muncul lagi subjek yang baru, yaitu Dropshipper dan 

Reseller. Kedua Subjek tersebut muncul akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. 

Menurut Abdul Halim Barkatullah Reseller adalah pelaku usaha yang  

membeli produk distributor dengan harga murah yang kemudian dijual kembali. 

Berbeda dengan sistem Dropshipping yang di dalamnya ada Dropshipper karena 

Dropshipper adalah pelaku usaha yang hanya perlu memasarkan dan menjual 

barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu (mengumpul 

                                                           
2
 Abdul Halim Barkatullah, , Bisnis E-commerce, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 

hlm.12 
3
 Ibid., hlm.2 
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barang). Dropshipper adalah badan usaha ataupun persorangan baik itu toko 

online  ataupun pengecer yang tidak melakukan penyetokan barang, yangmana 

barang itu didapatkan dari jalinan kerja sama dengan pihak perusahan lain pemilik 

barang.
4
 Berdasarkan dari hal tersebut maka tanggung jawab yang dimiliki oleh 

Dropshipper pasti saja tidak akan sama dengan tangggung jawab Distributor. 

Menurut Abdul Halim Barkatullah, sistem Dropshipping dianggap sangat 

memberikan keuntungan bagi Dropshipper, karena pihak yang menjadi 

Dropshippper hanya mengandalkan metode pemasaran saja yang relatif tidak 

membutuhkan modal besar. Dropshipper tidak membutuhkan toko untuk 

menyimpan barang yang dipesan konsumen dan tidak perlu melakukan packing 

barang yang dipesan karena hal itu dilakukan semuanya oleh pihak Distributor.
5
 

Barang yang dijual oleh Dropshipper ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi 

daripada harga yang sudah diberikan oleh  Distributor. Dengan sistem 

Dropshipping ini, seorang pelaku (dropshipper) dapat bekerja sama dengan satu, 

dua bahkan lebih pihak Distributor. Sistem Dropshipping dapat menjadi peluang 

usaha yang sangat diminati karena hampir seluruh kalangan sekarang ini baik dari 

anak muda sampai ke orang tua telah melek teknologi dan penggunaan internet, 

hanya saja perlu sedikit memahami konsep jual beli dengan sistem Dropshipping.
6
 

Dalam Jual Beli dengan sistem Dropshipping tersebut sangat mudah 

terjadi kasus wanprestasi dan penipuan. Hal ini dikarenakan pihak Dropshipper 

tidak mengetahui secara jelas barang yang akan dikirimkan oleh Distributor 

                                                           
4
 Feri Sulianta, , Terobosan Berjualan Online, (Malang : Andi Publisher, 2014), hlm. 3. 

5
 Abdul Halim Barkatullah, op.cit, hlm. 13 

6
 Ibid. 
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kepada pihak Konsumennya sedangkan Dropshipper adalah pihak yang langsung 

berhubungan dengan konsumen. Tentu Dropshipping memunculkan fenomena 

hukum yang baru sehingga memunculkan persoalan hukum yang baru pula. 

Sebagai suatu pihak yang terkait dalam perdagangan elektronik, secara 

yuridis tentunya dropshipper ini memiliki hak dan kewajiban serta tanggung 

jawab tertentu dalam melakukan perdagangan secara elektronik, untuk memahami 

hak dan kewajibannya itu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk  membahasnya 

dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU 

DROPSHIPPER ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR DAN KONSUMEN 

DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan Dropshipper dalam transaksi perdagangan 

secara online (E-Commerce)? 

2. Bagaimana tanggung jawab Dropshipper atas klaim kerugian pembeli 

terhadap barang yang diterima tidak seperti yang dikehendaki oleh  

pembeli berdasarkan penawaran melalui sistem online? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 



5 
 

 
 

Melalui  penelitian ini akan diperoleh informasi atau uraian tentang 

kedudukan Dropshipper termasuk di dalamnya tanggung jawab 

Dropshipper dalam jual beli secara online  

2. Manfaat 

a. Secara Teoretis, hasil Penulisan ini akan menambah pembahasan 

tentang perkembangan hukum Perjanjian khususnya Perjanjian Jual 

Beli yang berkaitan dengan Dropshipper 

b. Secara Praktis, hasil Penulisan ini akan menambah wawasan bagi 

para pelaku Dropshipper mengenai tanggung jawab yang 

dimilikinya atas kerugian distributor dan konsumen dalam 

perdagangan secara Online, serta menambah wawasan kepada 

Distributor mengenai konsep sistem perdagangan secara 

Dropshipping 

D. Kerangka Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
7
 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedman kelakuan 

dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang 

wajar. Kepastian dan keadilan secara faktual mencirikan hukum bukan 

sekedar tuntutan moral. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil 

                                                           
7
 CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385. 
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bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. 

Sifat pasti dan adil merupakan paham hukum itu sendiri.
8
  

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekan aspek das sollen (seharusnya) dengan 

disertai peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Hukum adalah 

sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi
9
. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi setiap individu bertingkah laku di dalam 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan 

aturan itu menimbulkan kepastian hukum.
10

 Kepastian hukum adalah ciri 

utama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama untuk 

aturan hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka hukum 

akan menjadi mati dan dianggap tidak ada hukum.
11

 

Hukum menjadi ukuran dari kebenaran dan demi tercapainya tujuan 

hukum yang menuntut adanya ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan 

dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya kepastian hukum maka 

masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. 

                                                           
8
 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT 

Revika Aditama,. 2006, hlm. 79-80 
9
 H. Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 

2010, hlm. 24. 
10

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158 
11

 Ibid, hlm. 82 
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Dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai 

dengan pasal 1313 KUHPer serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, 

dapat memberikan kedudukan yang jelas antar sesama subjek hukum yang 

terlibat. Kepastian hukum memberikan kejelasan para pihak dalam 

melakukan perbuatan hukum pada saat melaksanakan suatu perjanjian, 

dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian wanprestasi ataupun salah 

satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian harus 

dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

b. Teori yang berkaitan dengan perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perjanjian addalah 

persetujuan terulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau 

lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam 

persetujuan itu”
12

 Didalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa perjanjian 

adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang 

tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi dari 

persetujuan yang telah dibuat bersama” Sedangkan menurut Pasal 

`1313 KUHPer, “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih”.
13

 Prof R. Subekti memberikan pandangan mengenai 

perjanjian. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 

(Jakarta : Balai Pustaka. 2005). hlm. 458 
13

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363 
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berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling untuk 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
14

 

a. Syarat Sah Perjanjian 

Menurut Pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya perjanjian meliputi 

sebagai berikut: 

1. Kesepakatan, dengan kata lain para pihak telah menyetujui 

untuk mengikatkan diri atas perjanjian yang telah diperbuat 

dengan tidak adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan. 

2. Kecakapan, merupakan syarat yang berkaitan dengan 

kemampuan pihak yang membuat perjanjian, maka dari itu 

kecakapan dimiliki oleh orang yang telah dewasa atau sudah 

menikah dan tidak dibawah pengampuan. 

3. Suatu hal tertentu, hal tertentu memiliki arti apa saja hak-hak 

dan kewajiban kedua belah pihak, objek yang perjanjian dapat 

ditentukan jenisnya dan dapat ditentukan atau dihitung. 

4. Suatu sebab yang halal, artinya yang diperjanjikan tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena 

menyangkut pihakpihak yang mengadakan perjanjian. Apabila 

syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat 

                                                           
14

 Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, (Kontan 

Publishing, Jakarta, 2011), hlm. 29. 
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dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke 

pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi 

sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu 

adalah tetap dianggap sah. 

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena 

menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat 

tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, 

bahwa dari awal perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. 

b. Prestasi dan Wanprestasi 

Prestasi merupakan sebagai suatu pelaksanaan hal yang tertulis 

dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya 

untuk itu. Model-model prestasi disebutkan dalam pasal 1234 

KUHPer, yaitu berupa: 

1. Memberikan sesuatu; 

2. Berbuat sesuatu; 

3. Tidak berbuat sesuatu 

Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak 

terlaksananya atau tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana mestinya 

oleh pihak-pihak tertentu seperti apa yang telah disebutkan dalam 

perjanjian. Tindakan wanprestasi tersebut memberikan konsekuensi 

terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, sehingga pihak 

yang merasakan kerugian dapat meminta atau memaksa pihak yang 
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telah melakukan wanprestasi untuk melakukan ganti rugi sehingga 

oleh hukum diharapkan agar pihak manapun tidak merasakan kerugian 

akibat wanprestasi.
15

 Yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali; 

2. Melakukan prestasi tapi hanya sebagian; 

3. Melakukan prestasi tapi telah lewat waktu; 

4. Melakukan sesuatu namun tidak diboleh dilakukan menurut 

perjanjian. 

c. Teori yang berkaitan dengan pemberian kuasa 

1. Pemberian kuasa 

Pemberian Kuasa merupakan perbuatan hukum yang 

sumbernya dari perjanjian yang dilakukan dalam kehidupan sebaga 

anggota masyarakat yang kompleks sering dilakukan dengan surat 

kuasa
16

. Menurut pasal 1792 KUHPer, yang dimaksud pemberian 

kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.  

Arti dari kata “untuk atas namanya”, dapat diartikan seorang 

yang diberikan kuasa, melakukan perbuatan untuk dan atas nama 

                                                           
15

 J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), hlm. 71. 
16

 Djaja S Meliala, , Perjanjian Pemberian Kuasa Menurt Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, (Bandung:Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1 
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pemberi kuasa, sehingga apapun sebab akibat yang timbul dari 

perjanjian ini menjadi tanggungjawab penuhn pemberi kuasa dalam 

batas-batas kuasa yang telah diberi. Dalam kesepakatan pemberian 

kuasa terdapat sifat pokok yaitu: 

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil 

pemberi kuasa. 

2. Pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat 

berdasarkan kesepakatan dan kekuatan mengikat tindakan 

kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh 

pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para 

pihak dalam pemberian kuasa. 

3. Memiliki karakter garansi-kontrak, artinya tolak ukur 

dalam menentukan kekuatan yang mengikat suatu 

perbuatan kepada pemberi kuasa hanya terbatas: 

a. Selama mandat yang diberikan belum dicabut oleh 

pemberi kuasa. 

b. Apabila penerima kuasa bertindak diluar batas mandat 

yang diberikan, pemberi kuasa bertanggung jawab 

sepanjang tindakan, yang dilakukan sesuai dengan 

mandat dari dirinya. Sedangkan jika melampaui adalah 

menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri, 

sebagaimana sesuai dengan asas garansi kontrak yang 

dimuat dalam pasal 1806 KUHPer 
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1. Dari ketentuan pasal 1795 KUHPer dapat disimpulkan 

bahwa ada dua Sifat Pemberian Kuasa, yaitu
17

  

a. Kuasa Umum adalah “tindakan pemberian kuasa yang 

dilakukan secara umum yang mencakup perbuatan 

pengursan yang mengatasi segala kepentiingan pemberi 

kuasa, kecuali perbuatan yang dapat dilakukan oleh 

pemilik seorang. Sebagai contoh, melaksanakan 

tindakan pengrusan dan penempatan rumah, atau 

memelihara rumah tersebut seperti membayar tagihan 

listrik, tagihan air ledeng, telpon atau perbuatan lain 

yang merpakan perbuatan pemilikan sementara terhadap 

rumah atau lebih yang terletak dikota tertentu atau 

dijalan tertentu.” 

b. Kuasa Khusus, adalah kuasa yang diberikan hanya 

tertuju terkait satu kepentingan tertentu atau lebih, maka 

dari itu diperlukannya suatu pemberian kuasa yang 

menyebutkan secara tegas atas perbuatan yang dapat 

dilaksanakan oleh penerima kuasa, Contohnya 

mengalihkan hak-hak atas benda bergerak atau benda 

tidak bergerak, dan memasang Hipotek atau 

membebankan Hak Tanggungan. 
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 Ibid hlm. 5 
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2. Dari dua sifat pemberian kuasa tersebut di atas, terdapat 

jenis pemberian kuasa sebagaimana di dalam pasal 1793 

KUHPer menyebutkan bahwa suatu surat kuasa, dapat 

dibuat dengan: 

a. Akta Otentik, Menurut Pasal 1868 KUHPer akta otentik 

merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah 

ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di depan 

hadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa. Pejabat-

pejabat umum dalam hal ini memiliki kewenangan untuk 

membuat akta tersebut, misalnya notaris, pejabat KUA, 

ataupun pejabat catatan sipil. 

b. Akta dibawah tangan adalah Kesepakatan antara kedua 

belah pihak tanpa campur tangan pejabat publik, 

peraturan perundang-undangan tidak merinci formatnya. 

Misalnya, perjanjian jual beli perlengkapan bengkel, 

atau perjanjian kerja antara perusahaan dengan 

karyawannya. 

c. Surat kuasa secara Cuma-Cuma, pemberian kuasa secara 

Cuma-Cuma berarti pemberian kuasa antara si pemberi 

kuasa dan si penerima kuasa tanpa memungut biaya 

sedikitpun dari pemberi kuasa. 

d. Secara Lisan, Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu 

kuasa yang dilakukan oleh pemberi  kuasa kepada 
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penerima kuasa melalui lisan saja, tidak diiringi dengan 

adanya surat  

e. Secara diam-diam, pemberian kuasa secara diam-diam 

bukan berarti orang yang diberikan kuasa hanya diam 

dan tak berbuat apapun. Maksudnya disini pemberian 

kuasa secara diam-diam itu bisa dilihat dari sikap dan 

perbuatan pemberi kuasa. 

3. Kewajiban Pemberi Kuasa 

Seorang yang memberikan mandat dan sebagai salah satu 

pihak yang ada dalam perjanjian pemberian kuasa, maka wajib 

baginya untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antar 

pemberii kuasa dan penerima kuasa, dan harus melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan  yang tersirat pada 

perjanjian. Dalam keduudukannya yang sebagai pihak pemberi 

kuasa, maka terkait dengan sejumlah uang yang telah 

dikeluarkan oleh pihak penerima kuasa demi memenuhi apa 

yang telah di kuasakan yang diberikan kepadanya, maka 

sebagai orang yang memberikan kuasa kepada orang lain 

diwajibkan untuk menggantikan biaya yang timbul atas 

pemberian kuasanya. Dan jika selama melaksanakan kuasa 

yang diberikan, dijanjikan untuk menerima upah dalam hal 

melakukan kuasa yang diperjanjikan, maka seorang pemberi 

kuasa wajib membayarkan upah tersebut. Tetapi mengenai hal 
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tersebut dikecualikan apabila penerima kuasa melakukan 

kesalahan selama melakukan apa yang dikuasakan kepadanya
18

 

4. Kewajiban Penerima Kuasa 

Dalam melaksanakan mandat kepada dirinya,  penerima 

kuasa tidak diperbolehkan melaksanakan hal-hal yang 

melampauii hal yang dikuasakan kepadanya. Jadi, dalam hal 

melakukan apa yang diberikan kuasa harus sejalan dengan 

diperjanjikan sebelumnya pada perjanjian pemberian kuasa itu. 

Apabila si penerima kuasa tetap melakukan hal yang 

melampauii batas terkait yang telah dikuasakan kepadanya, 

maka pemberi kuasa dapat menggugat si penerima kuasa agar 

si penerima kuasa dapat memenuhi kesepakatan yang telah 

dibuat dalam perjanjian sebelumnya 

5. Berakhirnya Pemberian Kuasa 

Berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPer, berakhirnya 

pemberian kuasa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa oleh 

pemberi kuasa. 

Penarikan kembali kuasa yang diilakukan pemberi 

kuasa dibuat  dalam bentuk tertulis serta dibutuhkan 
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 Wicaksono, , Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, (Jakarta : Visimedia, 

2009), hlm. 3 
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tandatangan. Setelah itu, surat penarikan kuasa, diberikan 

kepada penerima kuasa yang disertai dengan penarikan 

surat kuasa yang berada ditangan penerima kuasa. Tujuan 

dari diberitahukannya penarikan surat kuasa yaitu untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan 

yang akan dilakukan oleh peneriima kuasa. 

b. Pemberitahuan mengenai pemberhentian pemberian 

kuasa oleh penerima kuasa  

Pemberhentian kuasa juga bisa dilakukan oleh 

penerima kuasa itu sendiri. Pemberhentian kuasa tersebut 

diberikan kepada pemberi kuasa yang disampaikan secara 

lisan. Akan tetapi, pemberitahuan pemberhentian kuasa 

tersebut biasanya dilakukan pada tindakan yang  tidak 

memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian bagi si 

pemberi kuasa. Penmberhentian pemberian tersebut 

berlandaskan ketentuan pasal 1817 KUHPer,” penerima 

kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan 

melakukan pemberitahuan mengenai penghentian 

penerimaan kuasa yang diterimanya kepada pemberi 

kuasa”.  

Sesorang penerima kuasa yang melakukan 

pemberhentian penerimaan kuasa, apabila dalam 
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penghentian itu menimbulkan suatu kerugian bagi si 

pemberi kuasa maka sebagai penerima kuasa wajib untuk 

menggantikan kerugian yang dirasakan oleh si pemberi 

kuasa. Dan apabila pemberhentian penerimaan kuasa 

tersebut dilakukan karena penerima kuasa tidak dapat untuk 

melakukan hal yang telah dikuasakan kepadanya dan tidak 

akan menimbulkan kerugian bagi si pemberi kuasa, maka 

penerima kuasa tidak wajib untuk melakukan ganti rugi. 

c. Meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa 

Pasal 1818 KUHPer menjelaskan bahwa apabila si 

pemberi kuasa meninggal duniadan dari pihak penerima 

kuasa tidak mengetahui akan hal tersebut, maka apa yang 

telah dan akan dikuasakan kepadanya dapat dikata masih 

tetap sah. Dan jika penerima kuasa melakukan perjanjian 

dengan pihak ketiga dengan beriktikad baik, maka hal 

tersebu tetap harus dipenuhi. 

Dalam aturan pasal 1819 KUHPer diatur lebih lanjut, 

apabila sipenerima kuasa yang meninggal dunia, maka si 

ahli waris dari pihak penerima kuasa wajib 

memberitahukan perihal tersebut kepada si pemberi kuasa. 

Dan lebih lanjut ahli waris dari si penerima kuasa perlu 

mengambil tindakan agar kuasa yang telah diberikan dapat 
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selesai. Apabila hal tersebut  tidak dilakukan  sesegeran 

mungkin, maka dengan alasan yang kuat pihak si pemberi 

kuasa dapat untuk menuntut ganti rugi berserta bunganya. 

d. Menikahnya Perempuan yang Memberi Kuasa atau 

Perempuan  sebagai Penerima Kuasa 

Mengenai hal ini, terkait urrusan menikahnya 

perempuan baik itu  pemberi ataupun juga penerima kuasa, 

dengan lahirnya aturan hukum yang bersumber dari putusan 

hakim yang beranggapan bahwa apabila perempuan yang 

telah memiliki suami sepenuhnya cakap secara hukum, 

sehingga ketentuan terkait menikahnya seorang perempuan, 

sendirinya demi hukum tidak berlaku lagi
19

. 

E.  Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian 

hukum secara normatif yang artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)
20

 yang mencakup 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

2. Metode Pendekatan 
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 R. Subekti, , Aneka Perjanjian, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 151 
20

 Usmawadi, Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan 

Kemahiran Hukum, (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 

2004), hlm.13 
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Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-

undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum 

yang berkaitan dengan hukum perjanjian maupun aturan-aturan hukum 

yang berkaitan dengan transaksi elektronik, dan Pendekatan Perbandingan 

(comparative approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

membandingkan Tengkulak dengan Dropshipper. Disamping aturan 

hukum sebagai aturan hukum positif Indonesia akan dikaji pula Teori-

Teori yang berkaitan dengan perjanjian khusus perjanjian kuasa, perjanjian 

jual beli serta hak dan kewajiban para pihak dalam Perdagangan 

Elektronik (E-Commerce). 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini 

adalah data  sekunder
21

, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum yang 

telah diolah terlebih dahulu. Sifatnya dengan menganalisis bahan hukum 

sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka
22

 yang berasal dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengingkat, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan, yang meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia press, 

Jakarta, 1984), hlm 51-52 
22

 Ibid, hlm. 33 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

24Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian 

Barang Oleh Distributor atau Agen 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, meliputi 

hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur mengenai 

Perdagangan Elektronik dan Dropshipper.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan 

bahan hukum sekunder, meliputi jurnal-jurnal yang memuat 

tulisan ilmiah yang relevan, internet, kamus hukum serta Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu dengan cara Studi 

Kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, media 

cetak, media elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang 

dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 



21 
 

 
 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan 

Seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut 

penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut 

secara sistematis dan secara logis, artinya ada hubungan dan 

keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya 

untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.
23

 

6. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan secara deskripstif, yakni 

dengan membandingkan bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat 

para Sarjana Hukum yang terkemuka dan diakui kredibilitasnya, 

laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder 

yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat 

menjawab permasalahan. 

7. Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Sugiyono adalah kegiatan yang 

memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
24

 Definisi variabel-

variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan 
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dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam penelitian ini, definisi 

operasional variabelnya adalah sebagai berikut : 

a. E-Commerce adalah pertukaran produk yang menggunakan 

jejaring internet atau jaringan komputer lainnya. E-Commerce 

memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama dengan perdagangan 

pada umumnya yaitu penjual dan pembeli melakukan 

pertukaran barang dengan uang. Walaupun memiliki prinsip 

dasar yang sama namun tidak secara keselurhan mirip dalam 

cara tradisional, pada e-commerce pembeli dan penjual 

melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer.
25

 

b. Dropshipper adalah badan usaha ataupun perorangan baik itu 

toko online  ataupun pengecer yang tidak melakukan 

penyetokan barang, dan barang tersebut didapat dari kerja sama 

dengan pihak Perusahan lain yang memiliki barang. 
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 Peter Scisco, Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference 
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